EEPUTUSAN HEPALA HANTOR WILAYAH
KEMENTRRIAN AGAMA PROVINEI JAWA BARAT
FNOMOR 175 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIEAN EESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN BALAFTYAH MARTAUSSHIBYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA FROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang . @ bahwa dalam  rangka mentngkatken alksesibilitas pendidikan
kepetaraan pada pondok pesontren salafiyah vang bermutu
melahyl organisasi berbaden hukum untuk menyelenggarakan
pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah aesual
atandar nasional pendidikan perlu pemberian l#n aperesional
bagi pendidikan kesetarasn pade pondok pesanteen salafivah
dimaksud;

b. bahwa pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah
sebugnimana tercantum dalam keputusan ind telah memenuhi
syurat administrasi dan kelayakan uiuk diber izin operasicnal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huraf a dan huraf b, perlu menctapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian  Agams Provingl Jawa Barat
tentang  pemberian [Ein Operasional  Fenyelanggaraan
Pendidikan Kesetaraan pada Pondok  Fesantren  Salalyah
Martausshibyan;

. Undang-Urdang Komer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidilkan Nasional (Lembacan HNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Komor 78, tambahan Lembaran Megars Republil
Indonesia Momor 4301);

2. Pernturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
MNagional Pendidgikan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesin Nomor 4496) sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Pemeriniah Nomor 32 Tahiin 2013 tentang Perubahan
Atns Peraturan Pemerintah Meomeor 1% Tahun 2005 tentang
Standar Mosional Pendidikan  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Takun 2013 Momor 71, Tambahan Lembazan Negara
Republile Indonesia Komar 534 10);

i. Peraturan Pemerintah  Namor 55 Tahun 2007 Tentang
Peadidilan Agama dan Fendidikan HKeagomean [Lemberan
Hegaca Republik Indonesia Tahun 2007 Kemer 124, Tambahan
Lembaga Megara Republik Indonesin Nomor 4768);

. Pesaturan Pemerintoh Nomar 47 Tahun 2008 Tentang wajib
Wajit Belajar |Lembaran Negara Republik Indenesia Takian 2008
Momor 20|,

5, Peraturan  Pemerintah Womer 48 Tahun 2008 tentang
Pendonman FPendidikan |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Komer 91, Tambshan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomar $864);

Mengingat '
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Menetaghan

. Peraturan  Pemesintah Nomar 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolran dan Penyelenggaraan Fendidikan (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tehun 2010 Nemer 23, Tambahan Negara
Republik Indanesia Momar 5105 sehagaimana telah  dinhah
dengan Peraturan Pemerintah Nomer &6 Tahun 2010 tetang
Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Memor 17 Tehun 2000
Tentang Pengelolann dan Penyelengpgaraan Pendidikan |Lembar
Negara Fepublik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5157;

o Peraturan Pemeninteh Nomer 2 Tabun 2018 Tentang Standar
Pelayvanan Minimel [Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2018 Mamar 2, Tamhahan Lembaran Megarn Republik Indonesia
Momar & 178} ;

§. Peraturan Fresiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang kedudulkan,
Tugar dan PFungsi HEementerion Negara  serta Susunan
Crganisasi, Tugas dan Fungsl Esclon | Hementedan Megora
scbagaimana telah  beberapa kali diubah  terakhir dengan
Peraturan Presiden Womor 135 Tahun 2014 tentang Ferubahan
ketujuh Atus Peraturan Presiden Momor 24 Tahun2Din tenLang
kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian MNegara serta
Susunan Organisasi Tugns dan Pungsi Eselon [ Kementerian
Kegara;

Instrukad Preslden MNomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Kasional Percepatan Wiajib  Belajar  Sembilan  Tahun  dan
Pemberantasan Buta Aksara;

10 Peratutan Menteri Agama Momor 13 Tahun 2002 tentang
Crgnnisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Apama
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor B51);

11. Peraturan Menteri Pendidilkon dan Kebuadaysan Nomor 80 Tabun
2013 tentang Pendidikan Menengah Universal |Berita Negora
Republik Indonssia Tabun 2003 Nomaor 871);

2. Peraturan Menteri Agamn Nomor 13 Tahun 2004 Tentang
Pendidikan Keagamaan [slam (Beritn Megam Republic Indoneaia
Tahun 27914 Namor 822);

13, Pernturan Menteri Agama Momor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasl dan Tata Kega Kementerian Agama [Berita Megars
Republik Indonesia Tahun 2016 MNemar 1495);

14, Kesepakatan Bersama Menleri Perdidiken Nasional dan Menteri
Agama Nomor 1/UJEE/ 2000 dan Nemor MA/SB6/ 2000, tentang
Pondaolk Pesantren Salafiyah sebagai Pals Wajib Belajar 9 Tahun;

15, Keputusan Direktur Jerderal Pendidikan Islim Nemor 1772
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidiken Kesetarapn
Pada Pondak Peaantren Salafivah:

U6, Kepumisan Direkiur Jenderal Pendidikan [slam Komeor 3543
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelengearaan
Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantre Salafivah:

-3

=

MEMUTUSKAN:

KEPUTTIBAN EEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN [ZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
RESCTARAAN PADA PONDOK 2 PREANTERN QAT AFTVAD



KESATU

KEDLUA

KETIGA

EETIGA

Memberikan Irin Operaslonal unmk menyelenggarakan pendidikan
kesetaraan, kepada Pondok Pesantren Salafiyah  Jemjang LUlya

berileut:

Mame Pondok Pesantren : Martausshibyan

Momor Statistik + 510332030011

Mams Fimpinan i«Jubara, S.Pd.[

Alamat : Kp. Sukamanah Rt 024 Rw 001

Diesa  Cempakamulya

Hecamatan : Cempakamulya

Habupaten : Cranjur

lzin Opermsional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATL
berlaku selama 5 (lima) Tahun.

Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyal kewajiban :

.

b

Menyampaikan laporan  perkembangan  penyelenggarnan
pendidikon  kesetaraan  kepada HKepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsl Jawa Barat yang memuat paling
sedilde perkembangan jumlah peserti didik /santri,
pelaksanaan kurkulum, pelaksanasn pemenuhan  standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidikan dan tenaga kependidikan;

Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-
PHF senund ketentuan peraturan perundang-undangan

Keputusan ini mulai berlnku sejak ditetaphkan.,

Ditetaphkan di Bandung
pada tanggal 16 Januari 2019

EEPALA KANTOR WILAYAH

EEMENTERIAN AGAMA
FROVINE] JAWA BARAT



